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ERATUFRAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 8 TAHUN 20O 

TENT ANG 

RE TRIBUSI PENGUJIAN KENDAAAN BEMO TOR 

DENGAN RAHMAT TUAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA 

a. batwa untuk perenuhan persyaratan teknis dan laik jala 
bagi kendaraan bermotor, dipertukan adanya pengujian 
secara berk.ala 

b. bahwd pengujian Kendaraan bermotor merupakar 
kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara 

c, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka 
untuk pelaksanan Pengujian Kendaraan Bermotor di 
kabupaten Jepara serta penarikan Retribusinya, perlu diatur 
dan ditotapkan dongan Peraturan Daerah 

1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
pembontukan Daerah daergh Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah, 

2.Undang-uncdang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas 
dan Ang#utan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
49, Tambahan Lem baran Negara Nomor 3480); 

2Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah da Retribusi Daorah (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3693) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
34 Tahun 2000 (Lombaran Negara Tahun 2000 Nemer 246, 
Tambahan Lembaran Neg#ra Nomor 4048' 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hiiup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Derah(Lerbaran Negara Tatun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) 
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5. Peraturan Permerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 
Pereriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lambaran 
Negara tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3528), 

6. Poraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran negara Tahun 1993 
Nomor 64,Tambahan Lembaran negara Nomor 3530) 

raturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1997 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Norar 55 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692' 

8. Poraturan Pererintah Noror 25 Tahun 200O ieniang 
Kewenangan emerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal 
Darah tonom (Lombaran Negara Tahun 20OO Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) 

9, Peraturan Menter Dalamn tNegori Nomor 4 Tahu 1997 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipi] Di Lingkungan 
Peenerintah Dae.rah; 

10.Keplusan Menteri Perhubungan N0nor KM 63 Tahun 1993 
tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan 
Bermotor Kreta Gandengan, Kereta tempelan, Karoseri 
dan Bak Muata serta Komponer-koponenya 

1f keputusan #Menter erhubungan Nomor KM7 Tahu 199.3 
tentang Pengujian Berkala Kendaran Bermotor, 

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Perungutan Retribusi Daerah 

13.Kaputugan AMentent Dalam Negri Nome 175 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang fRetribusi Daerat 

14peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepera 
Normor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegwai Negeni Sipil 
di Ling8ngan Pererintah Kabupaten Daerah Tingkat 
le para 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaton Jepara 

MEMU TUSKAN 

PERATURAN DAERAH KARUPATEN JEPARA TENTANG 
RE TRIBUSI PENGUJIAN KE NDAAAN BE RMO'TORR 
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KETENTUAN UMUM 

asoi I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1 Darah adalah Darah Kabupaten Jepara, 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara; 

3. Bupati adalah Bupati Jepara 

d Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkg 
oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu 
termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang 
dirangkaikan, 

5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian 
kegiatan menguj dan atau mereriksa bagian-baginn 
kendoraan bormotor, kereta gandengan, kereta tempelan 
dan ear8a has.us ala ia0/.a pee0u/ha ierhada. 
persyaratan teknis laik jalan 

8. Retribusi Penguiian Kendaraen Bermotor yang solanjutya 
diebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas 
pelayanan pongujlan kendaraan berrotor, 

7Jasa Lrrum adalah jaa yang hisehiakan at@u diberikan 
olah Feenerintah Dacrah untuk tuijuan kepentingan dar 
koranfaatan urum sorta dapat dinikmat olah orang 
pribadi atau badan 

8. Mobit penumpang urum adalah setiap kendaraan 
bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya " 
(dela pan) temnpat duduk tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pegagkutan bagas/ yang disediakan untuk diper gunak.an 
oleh umumn dengan dipungut bayaran, 

9. Mobil us adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak 
terrasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun 
tanpa periengkapan pengangkutan bagasi, termasuk jug@a 
mobi bus yang Gipergnala untuk angkutan yang 
memiliki jarak sumbu atau sarna dengan 3.000 milimeter 
walaupun termnpat duduknya kurang dani 8 (delspan) tidak 
termasuk tempat duduk pengemudl 

10.Mobil Baran1g adalah setiap kendaraan bermotor selain dari 
speda motor mobil penumpang, mopit bus dan 
endaraan ku9us 
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11.Kendaraan Khugus adalah kendaraan bermotor gelain ca 
pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan 
endaraan bermotot untuk barang, yang penggunaanrya 
ntuk keperluan khusus ata mengangkut barang-barang 
khusurs 

12.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakar 
untuk mangangkut barang yang seluruh bebanya ditumpu 
oleh alat itu sandiri dan dirancang untuk ditarik oleh 
ondaraan ber motor 

13.Kerets Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan 
untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik 
dan sebagian bebanya ditum pa oleh kendaraan berrotge 
penariknya 

14Lasik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi supt 
kendaraan yang harugs dipenuhi agar terjarin keselamatan 
dan mencegah penceraran udara tan ebisingar 
ingkungan pada waktu dioperasikan di jalan 

15.8adan Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
0orupaka kosaturan balk yang mola.kua us.aha m0au pun 
yang tidak melakukcan usaha yang meliputi persoroan 
terbatas, pars@roan komanditer, persoroan lainnya, Badan 
Lsaha Mitik Negara atau Daerah dengan nama dan bent 
apapun, Firms, kongsi, koperas, dana ponsiun, 
persekutuan, perkurpulan, yaya.san, 0/9a01/sars/ mars$a, 
organisasi sosial poitik, atau organisasi yang ejenis, 
bentuk usaha tetap an bentuk badan lainnya 

6.Surat Kotetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
dis.ingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang tarutang% 

7. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
$TD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi 
Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau 
den&a 

BAB II 

NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WA.JAMB RE TRIBUSI DAERA 

Pasa 2 

Dengan nama Retribusi Pengujlan Kendaraan Bermotor dipungut 
Retrlbusi Daorah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujlan 
endaraan bermnotor 
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I Pasat 3 

Obyak Retribusi Daerah adeiah pengujian kendaraan bormotor yang terdii dari 
a. mobll penumpang umum 
b. mobit bus 
• mobid barang 
d kendaraan kusus 
e. kereta gandengan, 
f kereta tern plan 

Pasal 4 

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang 
memperolah pelayanan pengujian kendaraan berrotor 

Panal 5 

Wajib Retribusl Daerah adalah orang pribadl atau badan yang 
diwajibka molakukan pombaryaran atas pelayanan pengujia 
endaraan bemotor 

BAB Ml 

G0LONGAN RETRIBUST 

Pasal 6 

Retribusi Pengujan Kendaraan Berrector termasuk golongan 
Retribusl Jasa Uruen 

8AB IN 

CARA ME NGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Fasal T 

Tngat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuonsi, fasilitas 
an peralatan pengujian endaraan berm9or 

PRINSIP PENETAPAN STRUK TUR 
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAN 

Pasal 8 

(f)rinsip poretapan struktur dan besarnya tarif dirnaksudkan untuk 
menutup bieya peryelenggaraan pelayanan pengujian kondaraan 
bermotor dengan memper1imbang/an kerampuan as ya.rakat 
dan aspek eadlilan 
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(2) Blaya dimaksud ayat (1) meliputi biya pendaftaran tan 
administrasi, biaya parbubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan 
pemnasangan tanda samping, biaya perawatan dan perelihara 
serta biaya kelibrasi lat uji kendaraan berm6tee 

(3) Disamping biaya dimaksud ayat (2) termasuk pula blaya 
penggantian tanda ujj termasuk baut, kawat dan sogel serta biya 
penggantian buku uji barkala 

BAB Vi 

STRUKTUR DAN BESARNYA 
TARIF RETRIBUSI DAERA 

Pasal 9 

Struktur dan besarnya taif fRetribusi Daerah ditentukan sebagai borikut 

a. Biaya Pengujlan 
f 44bll penumpang umur 
2 4Mobil Bus, Mobil Bang can Kncdaraan 

Khu.us 
3. Kereta gandengan dan Kereta temp@lan 

b. Tanda uji Berkcala, Baut, Kaat dan Segel 
c. Buku Uii Berkala 

p 19.000,­ 

Rp 23.500, 
p 21.000,­ 
Rp 2500, 
p 5.000,­ 

8AB VI 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 10 

Retribusi Daerah terutang pada saat ditetapkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakgn 

BAB VT 

MASA RETRIBUSI DAERA 

Pasal t 

(1 lMasa Retribusi Daerah adalah (enamn) butan 
(2) Masa Retribusi Daerah dimaksud ayat (1 tidak bertaku 

apabila kendaraan bermotor wajib uji rengalami; 
a. Kecelakaan latu lintas yang mengakibatkan perubahan 

fisik 
b. Perubatan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami 

perubahan scars fisik dan atau teknis. 
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BAB DX 

WuL.AYAH PEMUNGU'TAN 

Pasal 12 

retribusi Daerah dipungut di wila yah Daerah 

BAB X 

TATA CAFA PEMUNGUTAN 

Pasal 13 

(3) Pemungutan Retribusi daerah tidak dapat diborongkan 
(4) Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan dengan menggunakan 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

BAB XI 

TATA GARA PEMBAYARAN 

Pasal 14 

(1)Pembeyaran retribusi yang terutang harus ditunasi sekaligus 
dimuka 

(2Pembayaran Retribusi Daerah dilakuken di Kas Daerah atau 
tempat lain yang dltunjuk sesuai waktu yang ditentu#can dengan 
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diperamakan 

3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka 
hasil penerimaan fRetribusi Daerah harus isetor ke Kas Daerah 
selambat-lambatnya 1 y 24 jar atau dalam waktu yang ditentukan 
oleh Bupati 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pa±el 15 

(1) Dalam ha! wajib retribusi daerah tidak membayar tepat waktunya 
alau kurang membayat,dikeakan sank'si administrasi setiap bulan 
yang besarrya ditetapkan sebagal berikut 
a. mobi penumpan arum Ro 6.000.00 
b. mobil bus, mobi barang dan kendaraan khusus Ro 7.009,0O 
c. kereta gandengan dan kereta tempelan Rp 7.000,00 

(2) Wajib Retribusi Daerah daham hal molaksanakan kowa[lban 
membayart retribusi dan atau melaksanaan uj kendaraan bermnotor 
untuk yang pertama kall, ditentukan selambat lambatnya 7 (tu[ugh) 
hari sotolah mendapathan STANK dan selebihnya dikenakan sanksi 
sebagaimana diraksud dalam ayat () 
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BAB XIII 

TATA CARA PENAGHAN 

Pasal 16 

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang 
sayers sabagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hart sejak fatuh tempo pembeyaran 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sotelah tanggal surat teguran atau 
perigatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harts 
melunars retribusi terhutang 

(3) Surat toguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud 
ayat(1) pa$al ini dikeluarkan oleh ejabat yang ditnjuk 

Pasal 17 

Bontuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan 
fRetribusi Deerah sebagaimana dimaksud dalarm pasal 15 ayat (1) akan 
ditetapkan oleh Bupati 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RE TRIBUSI DAERAH 

Paa! 18 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebas.an retribusi Daergh 

G2) Tatacara pomberian pengurangan, keringanan dan pambebasan 
retribusi Daerah diraksud dalam yat () itetapkan oleh Bupati 

KEDALUWARSA 

PasAl 19 

(1) Penagihan fRetr\busi Daerah, kdaluwars.a setelah melarpauf 
Jang#a waktu 3 (tiga) tatun, terh/tung sejak aat terhutangnya 
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tiniak pidaa di 
bidang retribusi 

(2) kKgdaluwas.a penagihan retribusi dima#sud ayat (1) pasal irni, tertangguh apabile 
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau; 
• Ada pengakuan hutang retribusi dani wajib retribusi baik 

langeung maupun tidak lngsung 
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BAE XV 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Paal 20 

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Darah ini dilakukan oloh 
natansi yang diturjuk oleh Bupati 

BA8 XVII 

KETENTUAN PI0ANA 

Psst 21 

(Wajib PRatribusi yang tidak melaksanakan kewajbanaya sehingga 
merugikan keuangan daerah diream pidana kurungan paling lama 
6 (enam) bulan atau dends paling banyak 4 (empat kal jumlah 
retribusi terutang 

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelang@ran 

BA8 VIN 

KETENTUAN PEN YIDIKAN 

Pasal 21 

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sip#l tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan peryietikea 
tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah 

(2) Wowenang ponyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasat ini adalah 

a. menerma, menari, mongumpulkan, dan meneliti katerangan at%0 
laporan berkenaan dengan findake pidana di bidang Retribusi Daerah 
agar keterangan atau laporan tersobut menjadi long#cap dan Joles 

b. maneliti, mancari dan mengumpulkan keterangan mengonai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dita kukan 
schubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut 

c. meminta keterangan atau batan bukti dari orang pribadi atau badab 
sehubungan dengan tindak pidanan di bidang Retribusi Daerah, 

d. mereriksa bukqubuku, catalacettan dan dokrnen­dokurer lain 
berkenaan den@an tindak pilana di bidang FRetribust Daergh 

• melakukn penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
perbukuan, pencatatan an okuren-dokuen lain. serta mnelakukan 
per ytaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. merrinta bantuan teraga ahi dalarm rangka melaksanakan tugas 
penyidikan tindak pitans di bidang PRetribusi Daerah 
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' g. menyuruh berhenti, elarang seseorang meninggalkan ruangan at 
tempat pads saat pomariksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
dentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimane yang 
dimaksud pada huruf e 

h, memoiret ses&orang yang berkaitan dengan ~indak pidana Retribusi 
Daerah 
mer@nggil orang untuk didengar keteragannya dan iperiksa 
sobagai tersan1gka atau saksi; 

I menghontikan peryidikan, 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peyidi.an tin#ak 

pidana di b±dang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan 

(3Ferryidik sebagaiana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
mulainya ponyiodikan dan monyampilan hasill penyioiannya Kepada 
onatut Lmum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang. 
ndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

BAE XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Ha! al yang belum diatur dalam Peraturan Qaerah ini sepanjang 
genat pelaksanaanrya akan diatur kemudian oleh Bupati 

Pasal 24 

Pe.taran Daerah ini mulai beraku pada tanggal diundangkan 

Agar eupaya setiap orang dapat mengetahuinya mererintat#an 
pangundangan Peraturan Derah ini dengan penempatannya datam 
erhaan paerah Kabupaten Jepara 

itotapian di Jepara, 

..Posso zoo 

Diundangka <i6para 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAM KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 8 TAHUN 20OT 

TENTANG 

RETRIBUSI PENGUJAN KENDARAAN BERMOTOR 

PENJELASAN UMUM 

Pengujian kendaraan bermotor diraksudkan untuk menjamin 
keselamnatan, elestarian lingungan darn pelarya.nan urumn, dirana kendararan 
bermotor yang beroperasl dijalan harus merenuhi persyaratan teknis dan laik 
jalan 

Dengan borlakunya Undang­undang Nomor 22 tatun 1999 tentang 
Pomorintahan Daerah yang memberikan otonomi secara luas, nyata dan 
bertanggung Jawab kepada daerah, sorta @raturn fernerainth Nachor 25 
tahun 2000 ang mongatur kewonangan Pererintah dan Pererintah Propinsi 
sebagai daerah 0tonom, make Pengujia kendaraan bermotor merupa.an 
kewenangan bau bagi pemerintah Kabupaten Jepera 

Dalam ranga pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten 
Jepara serta ala penaikan retribusinya perlu iatur dan 4itetapk.an denga 
Peraturan Daerah 

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

asal 1s/d 11 

Pasalt 12 

Pasal 13 ayat (1) 

#yat (2) 

Pasal 14 

cukup jelas 

Tempat obyek retribusi tidak harus selalu sama 
dengan tempat wajib retribusl 

yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah batwa 
seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah 
tidak dapat iseraha epad.a piha.k ketiga, namun 
dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga 
ala po8es porguta retribursi antaa lain 
pencetakan forrnulir, pengiriman surat-surat kepade 
wajib rotribursi, atau menghimpun data Obyek retribusi 
da Subyek retribusi 
Kogiatan yang tidak dapeat dikerjararaka dengan 
pihak kotiga atalah kegiatan penghitungan besarnya 
retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi 
dan penarikan retribusi 

Yang dirnaksud dokumen lain yang dipersamakan 
adalah utans/ 

cukup jelas 



F!.m -ti -illa* tturx,toi ritlk,-d- 4tb dftr .sm idtrh

Pae 16 s/d 26 

adriniet rake.udka untuk 
walb retribuel dala n lake naken 

awaibannya pet wau. 
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